
: 1. U nda ng- U ndang N omor 14 Tahu n 1950 ten tang Pem ben tu kan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Serita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Unda.ng Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pernbentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan Mcngubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Unda.ng-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355}; 

BUPATI GARUT, 

: a. bahwa sehubungan adanya penyesuaian belanja untuk 
kegiatan yang bersifat mendesak, maka Peraturan 
Bupati Carut Nomor 67 Tah un 20 J 8 ten tang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Bupati Oarut Nomor 16 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Garut Nomor 67 
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu dilakukan 
penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
d.alam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 67 
Tahun 2018 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TENT ANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 67 TAHUN 2018 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2019 

:PERATURAN BUPATI GARUT 
NOMOR 19 TAHUN 2019 

BUPATIGARUT 
PROVINSI JAWA BARAT 



4. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republ.ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
.Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
[ndonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambaha.n Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 l 4 Nomor 292, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

11.. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Keduclukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembara.n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4588); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):. 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah Kepada 
Masyaraka.t (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4693); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor l 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 516 l}; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 l O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Pcmerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Norn or 5219); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tanun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272): 

23. Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor l 1 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 t.entang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 4], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 6321); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nornor l 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah <liubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pernerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara 
Republ.ik Indonesia Nomor 5694); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwa.kilan Rakyat Daera.h (Lerribaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2018 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Nornor 6206); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6244); 

30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 33); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31 O); 
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32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersum ber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengeloiaan lnvestasi Pemerintah Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pecloman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita Negara 
Republik [ndonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 
Tata Cara. Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapa.t.an dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Pedom.an Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Norn.or 4 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 
Nomor 17); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2008 Nomor 34); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Mer.engah Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 3); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lem baran Dae rah 
Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 6); 

42. Peraturan Daerah Kabupat.en Garut Nomor 15 Tahun 2018 
tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2018 Nomor 15); 
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b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai sejumlah Rp 14 7.065.330.916,00 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

l) Belanja Pegawai sejumlah Rpl.752.508.030.801,00 
2) Belanja Sunga sejumlah Rp0,00 
3) Belanja Subsidi sejumlah Rp0,00 
4) Belanja Hibah sejumlah Rp69.500.200.000,00 
5) Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp47.990.780.000,00 
6) Belanja Bagi Hasil sejumlah Rpl4.535.662.324,00 
7) Belanja Bantuan Keuangan sejumlah .. Rp.699.683.275.700,00 
8) Belanja Tidak Terduga sejumlah .......... Rp8.613.963.600,00 

Rp2.592.831.912.425,00 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, terdiri atas: 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp472.939.89 l .436,00 
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp2.800.812.828.410,00 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang sah sejumlah Rpl .490.396.404.753,00 
Jumlah Pendapatan Rp4.764. l 49.124.599,00 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 67 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Serita 
Daerah Kabupaten Garu.t Tahun 2018 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 67 Tahun 2019 ten tang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Serita 
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 16), diubah sebagai berikut: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 67 TAHUN 2018 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

43. Peraturan Bupati Garut Nomor 67 Tahu n 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2018 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 16 
Tahun 2019 tentang Peru bah an Kedua Atas Peraturan 
Bupati Garut Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2019 (Belita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 16); 
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ENI SUHERLA.N 
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT 
TAHUN 2019 NOMOR 

Diundangkan di Garut 
pada tanggal 
SEKRETARIS D KABUPATEN GARUT, 

RUDY GUNAWAN ' 
7 - . ....-------- 

Dltetapkan di Garut 
pada tanggal 
BU PAT I GAR UT, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun<langan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Garut. 

Pasal II 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran TI Peraturan Bupati Garut 
Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Bupati Gantt Nomor 16 Tahun 2019 ten tang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 serta 
Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal J tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupat.i ini. 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Rp0,00 

Rp9l .911.751.714,00 
Rpl 4.000.000.000,00 
Rp77.911.75i.714,0Q 

3. Pem biayaan Daerah 
a. Penerimaan sejurnlah . 
b. Pengeluaran sejumlah . 
Jumlah Pembiayaan Netto 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan 

Rp4.842.060.876.313,00 
Rp(77 .91 1. 751. 714100) 

Ju mlah Belanja 
Surplus/ (Defisit) 

2) Belanja Barang dan .Jasa sejumlah Rp1 .400.578.965.102,00 
3) Belanja Modal sejumlah Rp701.584.667 .870100 

Rp2.249 .228. 963.888,00 
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